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A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seperti sekarang, pertumbuhan dan perkembangan
sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun pemerintah terus bergerak
cepat, pesat, dan penuh persaingan. Organisasi pemerintah daerah merupakan
lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal
dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat
kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik,
sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada
masyarakat.'

Perkembangan yang sangat maju membuat sebuah organisasi pemerintah
harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Perubahan dan perkembangan
pesat dalam berbagai hal pun menuntut organisasi pemerintah untuk selalu
memperbaiki kinerjanya. Adanya sistem pengukuran kinerja akan memungkinkan
suatu organisasi untuk merencanakan, mengukur dan mengendalikan kinerjanya
berdasarkan strategi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pengukuran kinerja yang tidak hanya berpedoman pada ukuran keuangan
(anggaran) sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat bersaing di era pasar

global. Karena pengukuran kinerja tradisional yang menggunakan ukuran

! Pilipus Ramandei, “Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern
Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah”, (Tesis-- Universitas Diponegoro,
Semarang, 2009), 1.
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keuangan tidak mampu memberikan gambaran riil mengenai keadaan sebuah
organisasi karena tidak memperhatikan hal-hal lain di luar sisi keuangan,
misalnya sisi pelanggan yang merupakan fokus penting bagi perusahaan dan
karyawan yang merupakan salah satu roda penggerak bagi kegiatan perusahaan.2

Untuk itu diperkenalkanlah pengukuran kinerja organisasi dan perusahaan
dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Metode ini pertama kali
diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Dalam banyak segi
Balanced Scorecard, merupakan ide yang tepat pada waktu yang tepat, karena
pada akhir tahun 1980-an terdapat gerakan yang berkembang untuk
mempromosikan pentingnya menyeimbangkan informasi kinerja non keuangan
dengan data keuangan.’ Balanced Scorecard menjabarkan visi dan strategi
perusahaan kedalam suatu kumpulan yang koheren atau melekat dari tolok ukur
kinerja. Keempat perspektif scorecard yaitu tolok ukur keuangan, pengetahuan
pelanggan, proses usaha internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang
menawarkan suatu keseimbangan (balance) antara tujuan jangka pendek dan
panjang.4

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pegawai Negeri
Sipil (PNS) menurut UU No. 43 / 1999 pasal 1 adalah keseluruhan upaya untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan

? Robet S Kaplan dan David P Norton, Balanced Scorecard: Menetapkan Strategi Menjadi Aksi
(Jakarta: Erlangga, 2000), 9.

3 Naresh Makhijani dan James Creelman, Menciptakan Balanced Scorecard Untuk Organisasi
Jasa Keuangan (Jakarta: Erlangga, 2012), 14.
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tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian.

Dalam pencapaian kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber
daya manusia yang berada di dalamnya dan sesuai dengan tugas pokok dan
peranan fungsi PIP (Pola Ilmiah Pokok) yang harus dilaksanakan sesuai tingkat
kemampuan khusus yang diperlukan dari pegawai. Kemampuan yang tinggi serta
sistematis dalam memecahkan masalah yang harus dilaksanakan dan harus
dimiliki oleh pegawai dintaranya adalah: (1) pengetahuan, (2) keahlian (3)
keterampilan (4) sikap (5) perilaku. Adanya perubahan dalam berbagai bidang
akan mendorong permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang
terutama dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM. Adanya permintaan ini
membuat dinas koperasi dan UMKM pun berusaha untuk memperbaiki
kinerjanya.

Dinas/Badan/Kantor adalah  Dinas/Badan/Kantor di lingkungan
pemerintah provinsi jawa timur. Sedangkan Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas asa kekeluargaan.’ Sumber daya manusia
mempunyai peranan yang besar dalam suatu organisasi. Keberhasilan mencapai
tujuan organisasi datang dari perilaku pegawainya sendiri oleh karena itu para

karyawanlah yang membentuk struktur organisasi dan memanfaatkan teknologi.

® Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 7.



Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini
adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang
sehat, baik, dan halal.® Dan lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti

dalam firman Allah Al Maidah ayat 87-88 berikut:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui
batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu
beriman kepada-Nya.”

Menurut Winardi dalam Ismail, Koperasi merupakan perkumpulan yang
memungkinkan beberapa orang atau badan hukum melalui kerjasama atas dasar
sukarela melaksanakan suatu pekerjaan guna memperbaiki nasib para
anggotanya, misalnya dengan jalan bersama-sama penyelenggarakan produksi,
pembelian, penjualan, pemberian jasa dan sebagainya.” Untuk selalu melayani
masyarakat maka dinas koperasi harus selalu memperhatikan visi dan misi
sebuah organisasi, karena hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting.

Mengingat Organisasi pemerintah juga ditantang untuk memenuhi

harapan berbagai kelompok stakeholders (yaitu penerima layanan, karyawan,

6 Khamsatul, “Koperasi Dalam Pandangan Islam”, dalam http://khamsatul.blogspot.com
/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html, (16 November 2014).

7 Al-Qur’an, 5: 87-88.
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lembaga pemberi pinjaman/hibah, masyarakat, dan pembayar pajak). Tuntutan
ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional
sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta.

Selama ini, pengukuran kinerja hanya dilakukan secara tradisional dan
hanya menitikberatkan dalam mengelola finansial (anggaran) saja. Perusahaan
dengan pengelolaan keuangan (anggaran) dengan baik, dianggap sebagai
perusahaan yang berhasil. Padahal, dalam mengukur kinerja suatu perusahaan
tidak bisa hanya melihat dari sisi keuangan, tetapi juga non keuangan. Dengan
hanya melihat ukuran-ukuran keuangan atau finansial saja tidak akan dapat
memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan perusahaan. Hal ini justru
akan memberikan hasil yang menyesatkan.lo

Menurut Kaplan dan Norton, ukuran finansial tidak cukup untuk
menuntun dan mengevaluasi perjalanan perusahaan melalui lingkungan yang
kompetitif. Ukuran tersebut adalah “/agging indicator” yang tidak akan mampu
menangkap nilai yang telah diciptakan atau dihancurkan oleh berbagai tindakan
manajer dalam periode akuntansi terakhir. Ukuran finansial menceritakan
sebagian, tidak semua, tindakan masa lalu dan tidak mampu memberikan
pedoman yang memadai bagi upaya penciptaan nilai finansial masa depan yang
dilaksanakan saat ini dan kemudian."'

Balanced Scorecard hadir sebagai konsep penilaian kinerja yang tidak

hanya menggunakan aspek keuangan. Balanced Scorecard memberi para

' Nizar Alif Utama, “Analisis Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Dengan Pendekatan Balanced
Scorecard” (Penelitian--Universitas Brawijaya, Malang, 2012), 2.

! Kaplan, Robert S dan David P. Norton.. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi
Aksi. Terjemahan Peter R. Yosi. 2000. (Jakarta: Erlangga, 1996), 21.



eksekutif kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan visi dan
strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu, yang
tersusun kedalam empat perspektif: finansial, pelanggan, proses bisnis internal,
serta pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif scorecard memberi
keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang
diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara
ukuran objektif yang keras dengan ukuran subjektif yang lebih lunak.'?

Penelitian terdahulu oleh Difi Dahliana (2011), menunjukkan bahwa
metode Balanced Scorecard sudah cukup baik digunakan dalam mengukur kinerja
di BMT Amanah."” Yang kedua Penelitian oleh Lilis Rantelino (2008) yang
menunjukkan bahwa penerapan Balanced Scorecard memiliki kontribusi yang
signifikan dalam mempengaruhi peningkatan kinerja manajer.'* Penelitian yang
lain oleh Mathius Tandhiontong, Rajampi dan Verani Carolina juga menunjukkan
bahwa Balanced Scorecard yang tersusun dalam empat perspektif memiliki
pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.'” Jadi
secara keseluruhan dari hasil penelitian-penelitian di atas menjelaskan bahwa
balanced scorecard berpengaruh terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Balanced Scorecard tidak hanya digunakan di perusahaan-perusahaan

saja, tetapi bisa diterapkan di instansi pemerintahan yaitu pada dinas koperasi.

" Ibid., 23.

' Difi Dahliana, “Kinerja Dan Strategi BMT Amanah Kota Banjarmasin Berbasis Balanced
Scorecard”(Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 134.

' Lilis Rantelino, “Pengaruh penerapan Balanced Scorecard terhadap peningkatan kinerja
manajer (studi kasus pada PT PINDAD Persero Bandung)”, (Skripsi--Universitas Widyatama,
Bandung, 2008).
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Dinas Koperasi dapat dikatakan sebagai perusahaan dalam bidang jasa yang
memberikan pelayanan kepada publik. Koperasi mempunyai banyak aktivitas
yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan tersebut sangat membutuhkan sebuah
manajemen yang baik agar tercapai sebuah sistem yang baik sesuai dengan visi
dan misinya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
Balanced Scorecard dengan kinerja manajerial karena Balanced Scorecard
merupakan salah satu alat ukur dari kinerja manajerial sehingga dapat memacu
kinerja manajer untuk semakin baik. Pada penelitian lain, Balanced Scorecard
dapat digunakan untuk mengetahui masalah dan menemukan peluang untuk
peningkatan kinerja pegawai. Balanced Scorecard juga dapat menujukkan kinerja
pegawai di sebuah koperasi.

Penelitian mengenai Balanced Scorecard dan kinerja pernah dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun penelitian pada sebuah dinas
koperasi dan UMKM di Indonesia masih jarang sehingga penulis mencoba
melakukan penelitian ini dengan mengacu pada penelitian-penelitian
sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa penerapan
Balanced Scorecard sebagai penilaian kinerja mempengaruhi kinerja manajerial.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian,
populasi dan sampel penelitian.

Penulis memilih melakukan penelitian pada dinas koperasi karena
mengingat instansi pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat,

daerah maupun lokal diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah



rakyat, dan berfokus pada kinerja. Organisasi pemerintah harus mempunyai
sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil,
maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidak-pastian yang ditemui.
Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini
lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan
setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan,
belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.'®

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan
meneliti masalah yang berkaitan dengan penerapan metode Balanced Scorecard
serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Jawa Timur. Sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh

Penerapan Balanced Scorecard terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan
masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan Balanced
Scorecard (perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis,

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran) secara simultan terhadap kinerja

'® Herry Darwanto, “Balanced Scorecrad untuk Organisasi Pemerintah”, 6.



pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa
Timur?

2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan Balanced
Scorecard (perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis,
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran) secara parsial terhadap kinerja
pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa

Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Balanced Scorecard
(perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, perspektif
pertumbuhan dan pembelajaran) secara simultan terhadap kinerja pegawai pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Balanced Scorecard
(perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, perspektif
pertumbuhan dan pembelajaran) secara parsial terhadap kinerja pegawai pada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.
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D. Kegunanaan Hasil Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang
bermanfaat. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis
a. Menyempurnakan pengetahuan keilmuan bagi peneliti mengenai penerapan
Balanced Scorecardpada sebuah Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur.
b. Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang
relevan dengan materi dari penelitian ini.
2. Kegunaan praktis
a. Penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan dan saran-saran
terhadap masalah yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Timur sebagai suatu masukan dan bahan pertimbangan dalam menerapkan
Balanced Scorecard dan pengukuran kinerja yang efektif di masa yang akan
datang.
b. Menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dalam
menentukan kebijakan mengenai strategi pemasaran yang akan timbul yang

berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.



